
GUBEBNUB L~IPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G 1122 1B.III 1 UK 12012
 

TENTANG
 

EVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATENLAMPUNG UTARA TENTANG PAJAK DAERAU
 

DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubemur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerimah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-68/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal 
Hasil Evaluasi 5 (lima) Raperda Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 



MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

KESATV	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Utara tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, 
IV dan Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDDA	 Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera 
melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempumakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELlMA :	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 9 Fe1Fuari 2012 

GUBERt~URLAIVIPLTNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tembusan : 
1. Menteri Dalam Negeri R1 di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI eli Jakarta; 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi; 
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 
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3 Cara mengukur tingkat 
penggunaanjasa 

4 Prinsip dan sasaran 
dalam penetapan tarif 
dan struktur 

._=. ~.~-~-~~ 

3 4 

Pasal4 Pasal4 
(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan ElaR iAstaAsi I (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

PSfA8riAtsIl yang menggunakan/memakai staw· fA8Ro'1SAfastkaR menggunakan/memakai kekayaan daerah. 
kekayaan daerah. 

(2) Subiek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan wajib retlibusi. 

wajib retribusi. 

Pasal6 Pasal6 

Tingkat penggunaan jasa tSrRa€iQfj -PelayaAaA dan pemakaian Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan milik Pemerintah 
Kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan : Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian 
&, lekasi, byss, ~asilitssJ PelllAtwkaA ElaR waktw fjsfAakaisA Iilagi ebjek Kekayaan Daerah. 

fjelsyaAaA ElaR j;lsAlskaiaA ~el(aysaA Qaerall; 
b. jeAi6, VshjA:js, Kwslitss saA elssa fjslsyaR8A 8bjsk F8trililwsi: 

BABV BABV 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 

Pasal 7 Pasal7 

(1)	 Plinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya talif retribusi I (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tanf retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah YEu~g digel8AgkaA ssoagai Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk 
RstRlilwsi jsss wsaRiii didasarkan pacla tujuan untuk memperoleh memperoleh keuntungan yang layak. 
keuntungan yang layak. (2)	 Keuntungan yang Jayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(2)	 Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabiJa pelayanan jasa 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada 
tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada harga harga pasar. 
pasar. (3)	 Besamya talif retribusi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan(3)	 ~tFWktwr tarit €Issar €iasar f8tri~y&i ElSaleR Jlf8psliisAsl. 
(4)	 8esamya tarif dasar-dasar retlibusi sebagaimana tercantum danPeraturan Daerah ini. 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dariPeraturan Daerah ini. 

~	 Qela", ",sAstsf')kaA besiii~Ys teAf ~tflbY&i, selaiA· sifjasa~iiiA 

pasa l(eteAtuiiiA s89agai",aAiii si",aksyfj f')esa ayat (1), ayat(~) 

saA	 ayat (a), jwga ElifjasaFt<8R kspe(la 1(8"'fjeRsA ke~JleAsR 

ssbagai BsrikYt; 
a.... Qiaya p8Ay..,wtaR: 

5 

Pasal 4 disempumakan 

Pasal 6 disempumakan 

Pasal 7 disempumakan 

I I I & =&ye nooSioR9' EleR nomo'it.1epoQA'	 II'~; -~._;:_;:';;~_..._.:; ;~	 I I
I ~	 . . l C. Qla' lalRRz'& . r;p 8ASyk FV P ys€ilaaR Jasa. I	 __~L I 

I 
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BAB VII 

4 
Judul Bab dan Pasal 9 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT disempurnakan dengan 
MBAYARAN,ANGSURAN DANPENUNDAAN menghilangkan ayat (3), 

PEMBAYARAN (4) dan ayat (5), karena 
Bagian Kesatu ayat tersebut mengatur 

Tata Cara Pemungutan tentang Sanksi 
Pasal9 Administrasi dan 

mungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Penagihan telah diatur 
tribusi dipungut dengan menggunakan SKRD pada Pasal 21 Raperda 

au Dokumen lain yang dipersamakan. 
kumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, 
n kartu langganan. 
sil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
da ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah. 

Pasal 11 disempurnakan 
tribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 

muka untuk satu kali masa retribusi. 
mbayaran retribusi terutang sebagaimana 

maksud pada ayat (1) dlakukan selambat­
mbatnya ( ... ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
kumen lain yang dipersamakan. 
ta cara pembayaran, penentuan tempat 
mbayarn , angsuran dan penundaan pembayaran 
ribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal13 

Pasal 11 

Pasal 13 disempurnakan 
nagihan retribusi terutang menggunakan STRD 
ngan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat 
n yang sejenis. 
rat Teguran sebagai awal tindakan penagihan 
ribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang 
rwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 

I I I (il) PSRS!!Jlfol9R rstFl~W&1 eS8sSSI~SRQ ili~91~8I!l1il tempo pernbayaran. I I
I 

I I
l~ I :::~:~::::::: ;::::::I:..SR 89R p8rstwreR I 1 I 

21 3 
5 Penentuan BAB VII
 

pembayaran,
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 
tempat
 Bagian Kesatu PE 
pembayaran, Tata Cara Pemungutan
 
angsuran dan
 Pasal9
 
penundaan
 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
pembayaran Dokumen lain yang dipersamakan. 

(1) p, 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
(2) R 

dan kartu langganan. at 
~~} Qsls~ ~sl 'Nejii r8triiw8i tSrtSRtW tissl( ",s~Bsysr (3) D 

t8Jjst JjS8S 'NS IQIeI Rye etsw k..reRS ~s~liayaF, di 
8i1~SRSI(SR i9Rkii as~iRieb'stif 8erwpa 8WRsa eS9s8aF de 
:2 % ~ilws JjSF88R} &8tiaJj 9wlaR giri retri8W8i yeRS (4) H 
t8rwtsRS ySRS ti8ik ats.. kWFSRS iliisyaF saR ilitaSitol p, 
88RsaR m8RSSWRkaR iTRQ. 

f41 .PeRagitolsFl Retriliw8i t8rwtaRS 88li8ssi~sRa ilimsl<swil 
pssa ayst ~ii) &iils~..lwi il8RgaR SWFet t8gwFeFl; 

(it Tsts aars fj8lal~8sResR fj81¥1WRgwtSR R8triliwei 
8itstsJjksR il8RSSR P8rstwrsR iWliati. 

Pasal11 
(1 ) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus (1) R 

dimuka untuk satu kali masa retribusi di 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat (2) Pi 

pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. di 
~at I-Is&il JjWRgWtSR Fetriiwei "'8rwJjal~aR JjeRos~atsR la 

QasF8tol ySAS tolarwi 8iesterksR k8 ke8 QS8Fatol. dl 
(3) T, 

p. 
re 

Penagihan Pasal 136 
(1) P, 

89k"~8R IsiR ySRS iliJjer8s",sksR stsw iniH) yaRS 
(1) . R8tribw8i ySRS 18FWtsFiS 1i8rils8aR~aR iKRQ ats .. 

d. 
FR8FlY88S9kSR jwmlstol Fetri8W8i ySRS tolsrw8 ililiaysr la 
liertal¥l8SR, ySRS tiilek staw kwraRS 818~ wsjib (2) S 
Rstriliw8i ilapet ilitsgit:. ~8lalwi iFlitaR8i Y9RS re 
FRSR8AgSRi wrW8SFl piWt9Rg SSR 1819RS Rsg9rs. 

liUiil9 i 
b. 
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1 2 3 4 5 
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang. 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejerus 
sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat tagihan/ 
peringatan/Surta lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Supati. 

7 Ketentuan pidana Pasal24 Pasal24 Pasal 24 disempurnakan 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan menambah 1 (satu) 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan ayat yang mengatur 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana penerimaan denda pidana, 
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi sesuai dengan 178 UU No. 28 
yang tidak atau kurang dibayar. terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tahun 2009. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pelanggaran. adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penerimaan Negara. 

8 Ketentuan penutup Pasal25 Pasal25 Pasal 25 disempurnakan 

QEilFlsaR berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 1990 Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 1990 
tentang Sewa Stadion dan Gedung Olah Raga, Peraturan tentang Sewa Stadion dan Gedung Olah Raga (Lembaran 
Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor "" 
Gedung Pusiban Agung dan Gedung Wanita dan Peraturan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Nomor ..), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Alat-alat Besar/Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Gedung 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, dicabut dan Pusiban Agung dan Gedung Wanita (Lembaran Daerah 
dinyatakan tidak berlaku. Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor.. Tambahan 

lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..) dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Alat-a/at BesarlAlat­
alat 8erat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun ... Nomor..Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 



5 

--_.. 

1 2 3 4 5 

10 Pengundangan - - Setelah kata Sekretaris 
Daerah tarnbahkan kata II 

Kabupaten lampung 
Utara" dan pada akhir 
lembar pengundangan 
Tamabahkan untuk 
pengundanganya. 

GlJBERNUR LAMPllNG 

ttd 

SJACHROEOIN Z.P. 



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2012 
TANGGAL: FEBRUARI 2012 

HASIL EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 

Materi Raperda Keterangan 
2 

No Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
543 

1 Angka 15 disempurnakan, 
mengingat 
Dasar hukum 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

urutan sesuaikan dengan 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antaraUrusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, 
hirarki perundanq­

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik 
Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

undangan 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
 
1993 tentang Izin mendirikan Bangunan dan Izin
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
Gangguan bagi Perusahaan Industri. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 

Mendirikan Bangunan Gedung. 

Pasal 3 disempurnakan 
subjek retribusi 

2 Nama, objek dan Pasal3 Pasal3 
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 
bangunan. pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

Pasal5 Pasal5 
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 
orang pribadi atau badan 8&lil( &'#se~a, iYM~', iYMQ setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 
y&lRg SkiR ~8m88riksA 8SRgWR8A ~8R &l~&lW FR8FRililii mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah. 
8SRgWR8R Y&lRS 881wFR &l~&l IMi. 

Besarnya tarif retribusi 
Besarnya tarif 

3	 I Struktur dan 
agar dikaji kembali dan 

.. retribusi disesuaikan dengan prinsip 
I I I I I dan sasaran penetapan I
I I 1__ _ 1	 I tarif retribusi . . 



2 

~2 
4 Penentuan
 

Pembayarn, tempat I ~
 
Pembayaran,
 
Angsurean dan I (2)
 
Penundaan
 
pembayaran
 

(1) 

(2) 

(3) 

5 Tata cara
 
penagihan
 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

I I I 

i I IL---­

3 4 

Pasal32 Pasal32 
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus I (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 
dimuka wA~k 1 ~&!ibl~ '(!iii AUi&8 retribw8i. dimuka. 
Retribusi yang terutang ~ilWA88i selambat-larnbatnya I (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan 
15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau selarnbat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 
dokumen lain yang dipersamakan. diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, 

angsuran dan penundaan pembayaran retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal33 Pasal 33 
Pembayaran retribusi diJakukan di Kas Daerah atau (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 
tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau 
sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD. Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD. 
Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat 
yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi 
disetor ke Kas Daerah selarnbat-lambatnya dalam harus disetor ke Kas Daerah selambat-Iambatnya 
waktu 1 x 24 jam. dalam waktu 1 x 24 jam. 
Pemabayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
SKRD. menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan 

Pasal35 Pasal35 
Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat bayar dilakukan dengan menggunakan STRD 
lain yang sejenis. dengan didahului Surat Teguran/PeringatanlSurat 
Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan lain yang sejenis. 
retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan 
berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang 
tempo pembayaran. berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal tempo pembayaran. 
surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
harus melunasi retribusi yang terutang. surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis harus melunasi retribusi yang terutang. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 
oleh Bupati atau Peiabat yang dituniuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 

I
I (5) 

oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran _ _ ---LI_----=d::..:ia:..:tu=r~d::..:e:::n.:.;:gr..::::a::.:..n ,pr .,turan Bupati. 

5 

Pasal 32 disempurnakan 
ditambah 1 (satu) ayat 
baru yang mengatur 
tentang tata cara 
pembayaran 

I Pasal 33 disempurnakan 

Pasal 35 disempurnakan 
ditambah 1 (satu) ayat 
baru yang mengatur 
tentang tata cara 
Penagihan 

I
 

I
 I 
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6 Sanksi administratif Pasal45 
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebutan dari retribusi teFRllIteAg ~ kurang bayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) PeAQgiRaA Retrioysi t8r~taAg s8BagaimaAQ dimaksw€l 
~e€la aya' (1) ElidaRulbli geRgaA surat teguraR. 

7 Ketentuan penutup Pasal47 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

8 I Pengundangan 

~_<~L 

4 

Pasal45 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau 
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal47 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... 
Nomor ...Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Nomor ... ) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

__._ I 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

S.JACHROEDIN Z.P.
 

.-

Setelah kata Sekretaris 
Daerah tambahakan Kata " 
Kabupaten Larnpung Utara 
" I 



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.IIIIHKJ2012 
TANGGAL : FEBRUARI 2012 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
 

~ri Raperda 
2 

Dasar hukum 
mengingat 

1 

Nama, objek dan 
subjek retribusi 

2 

Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
43 

Angka 15 dihilangkan 
P8RY8FSRSR 886SSisR YFW8SR P8~8FiFltSRSR Eli 
iissRS . P8RY818RSSSFSSR P8FlElaftsFsR P8RElwElwl< 
K8Jil8E1s Qa8F8R (b8FA6SFSR ~J8SSFS R8JilW61ik 
IREl8R88is TSRWA- 1Q9i, t>J8FR9F 46, TS~6SRQR 

bem6sFsR ~18SSFS R8Jilwilil< IRElOR88iQ ~J8m8r :i742); 

~i. P8FStWFSR P8m8FiRts~~18m8F ~1 TSRWFl 1Q9i t8FltSR~ 

Angka 18 disempurnakan 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang I 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
 

Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
 Pemerintah, Pemerintahanan Daerah Propinsi dan
 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran
 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Nomor 4737);
 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, I 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
 Angka 21 disempurnakan 
sebagaimana telah diubah El8RSSR Peraturan Menteri 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

Pasal 2 I Pasal 2 disempurnakan 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut 
98F161Q8F1tisFI biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. retribusi atas pelayanan biaya Cetak KTP dan Akta 

Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 4 I Pasal 4 IPasal 4 disempurnakan 
8ubjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan 

I Catatan Sip!! adalah ~ orang yang mernperoleh jQ&Q I Akta Catatan Sipil adalah orang pnbadi atau badan yang 
98FG8tsl<8R KTP dan Akta Catatan Sipil. Imemperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan I 

I Sipil dari Pemerint~r ""''3erah. , I 
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3 Cara mengukur Pasal6 Pasal6 Pasal 6 disempurnakan 
tingkat penggunaan Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggantian Biaya Cetak Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggantian Biaya Cetak 
jasa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur 

berdasarkan f18layaFlaAterhadap Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan jumlah dan jens Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil yang diterbitkan. 

4 Struktur dan 
Besarnya Tarif 

Pemungutan 
retribusi 

5 

Pasal8 
(1)	 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. 
(2)	 Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kartu tanda pendudok : 

- Kartu tanda penduduk umuk WNI Rp. 0,­
- Kartu tanda penduduk untuk WNA Rp. 200.000,­

b. Kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 25.000,­
c. Kartu identitas kerja Rp. 10.000,­
d. Kartu penduduk sementara Rp. 10.000,­
e. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 10.000,­
f. Kartu keluarga : 

- Kartu keluarga untuk WNI Rp. 0,­
• Kartu keluarga untuk WNA Rp. 200.000,­

g. Akta catatan sipil : 
- Akta kelahiran : 

Usia 0-60 Rp. 0,-
Ysia " iQ ~ari ~fl. ~ 

Usia> 1 l8~ilIA RJl. 4li.QQQ, 
- Akta perkawinan Rp. 100.000,­
- Akta perceraian Rp. 300.000.­
- Akta pengesahan dan pengakuan anak Rp.2oo.000 
- Akta ganti nama bagi warga negara asing Rp. 
- Akta kematian Rp. 25.000,­

Pasal44 
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka 
untuk 1 (satu) kali masa retribusi. 

Pasal8 
(1)	 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang 

diberikan. 
(2)	 Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu landa 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kartu tanda penduduk : 

Kartu tanda penduduk untuk WNI Rp. 0,­
Kartu tanda penduduk untuk WNA Rp. 200.000,­

b. Kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 25.000,­
c. Kartu identitas kerja Rp, 10.000,­
d. Kartu penduduk sementara Rp. 10.000,­
e. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 10.000,­
f. Kartu keluarga : 

Kartu keluarga untuk WNI Rp. 0,­
· Kartu keluarga untuk WNA Rp. 200.000,­

g. Akta catatan sipil : 
- Akta kelahiran : 

Usia 0060 Rp 0" 
- Akta perkawinan Rp.1oo.000,­
- Akta perceraian Rp. 300.000.­
• Akta pengesahan dan pengakuan anak Rp.200.000 
• Akta ganti nama bagi warga negara asing Rp . 

(Iengkapi) 
- Akta kematian Rp. 25.000,­

Pasal44 
(1)	 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 

dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi. 
(2)	 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 

tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau 
Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan vvaktu 
yang ditentukan dalam SKRD. 

1. Setiap pelaporan perisnwa 
kependudukan atau peristiwa 
penting termasuk pelaporan 
kelahiran yang rnelebihi balas 
waktu seharusnya dikenakan 
retnbusi yang sarna dengan 
pelaporan yang tepat waktu 
narnun dapat dikenakan 
denda administrasi alas 
keterlambatan tersebut, 
sesuai dengan Pasal 90 UU 
No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. 

2. Apabila Pemda akan 
mengatur denda atas 
keterlambatan pelaporan 
penstiwa penting maka harus 
diatur dalam pasal tersendiri 
dalam Raperda ini. 

3. Tanf Akta ganti nama WNA 
agar dicantumkan dalam 
Perda. 

Pasal 44 dan Pasal 45 
digabung menjadi Pasal 44 
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(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat 
lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi 
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 
dalam waktu 1 x 24 jam. 

(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
menggunakan SKRD. 

(5) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan 
daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas 
Daerah. 

Pall14i 
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 

tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat 
lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang 
ditentukan dalam SKRD. 

(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat Jain 
yang ditunjuk, maka hasiJ penerimaan retribusi harus 
disetor ke Kas Daerah selambat-Iambatnya dalam 
waktu 1 x 24 jam. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 
SKRD. 

(4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan 
daerah dan harus disetor ke Kas Daerah. 

6 Penagihan Pasal45 Penambahan Pasal baru 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD 

yang mengatur tentang 
tata cara penagihan 

dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat 
lain yang sejenis. 

(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan 
retribusi terutang diterbitkan oJeh pejabat yang 
berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran. 

LJ I1­
I surat teguran dlkeluarkanJditerima, wajib retribusi I 
J harus melunasi retribusi yang terutang. I 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaJ 
I 
I 
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Sanksi Administrasi 

Penghapusan 
piutang retribusi 
yang kedaluwarsa 

. I 
I\ I 
1 I 

~----~.----~-~-..~~=.-.-.,~-- -----.".-------­
3 

I ­

Pasal50 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih 

lagi karena untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkanI Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 

I ayat (1). 
I 

4 

(4) Surat	 Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejerns 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5)	 Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal .... 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

Pasal .... 

Pasal50 
(1) Piutang	 Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

I (3) Tata cara penghapusan piutang ~_e:;.i~us~_~~~~ 
sudah kedaluw.arsa diatuf lebih IdllJUt UIC'II!::fClI I 

5 

1.	 Setelah Pasal 51 
ditambah 1 (satu) pasal 
yang mengatur sanksi 
administrasi atas 
pembayaran retribusi 
yang tidak tepat waktu 
atau kurang bayar, 
sesuai dengan Pasal 
160 ayat (3) UU No. 28 
Tahun 2009. 

2.	 Urutan pasal 
disesuaikan. 

Ditambah 1 (satu) pasal 
yang mengatur sanksi 
administrasi atas 
keterlambatan pelaporan 
peristiwa penting dan 
peristiwa kependudukan, 
sesuai dengan Pasal 90 
UU No 23 Thn 2006 ttg 
Administrasi 
Kependudukan 

1.	 Pasal 50 disesuaikan 
dengan Pasal 168 UU 
No. 28 Tahun 2009. 

2.	 Urutan pasal 
disesuaikan. 

II	 II
 
.	 Peraturan Bu ati. I 



5 

2 3 4 5 

5 Ketentuan penutup Pasal53 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kabupalen Lampung Utara Nemer 02 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk, serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten 
Lampung Utara, dicabut dan dinyatakan tidak ber/aku. 

Pasal53 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nemor 02 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk dan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk, serta Akta Catatan Sipil di 
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor....., 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Utara Nemer ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 53 disempurnakan 

Diundangkan di Ketabumi 
pada tanggal 2011 

Diundangkan di Ketabumi 
pada tanggal 2012 

Pengundangan 
disempurnakan 

SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 

RIFKI WIRAWAN RIFKI WIRAWAN 
___~__ .~__ ~__~~._... ~_~__ F 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2012 
TANGGAL : FEBRUARI 2012 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 

.---­ i i .~~- I 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
2 3 4 5 

1 Dasar hukum 8. Undang-Undang R8pwslik IRil8R8&iQ Nomor 17 Tahun 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang I Angka 8 disempurnakan 
mengingat 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Nomor 4286); 4286); 

10. Undang-Undang Nomor 4Q Tahun ~ tentang 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang IAngka 10 disempurnakan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang R9Jll;lolik IR&8R8&iQ Nomor 33 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang I Angka 12 disempurnakan 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Nomor 4438); 

14. Undang-Undang R8JlW~liI( IFlilsR9si8 Nomor 26 Tahun 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang I Angka 14 disempurnakan 
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725}; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tanun IAngka 21 disempurnakan 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 
~~~. I I ~ 
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Nama. objek dan 
subjek retribusi 

Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

Penentuan 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran. 
anqsuran, dan 
penundaan 
pembayaran 

I 
I
I

I
I
 

,	 ----~-~-~ - ----~-- =~---
53 4 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dipungut rertibusi sebagai pembayaran 
tas jli88 - parlstsliA - fj8FA9iRSSR,- ~iAS8A8SlisA SSA 
~eAS8'Ns8SR terRs8Sp pemanfaatan ruang menara 
elekomunikasi. 

Pasal4 
Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
dalah orang pribadi atau badan yliAg A'leA'l~8F818A 

JllsAfoast jS8s ~8AStSSA, ~eJll~iASSA, ~8Ag8AS81i9A SIiR 
~8ASQ\'JgeSA ats8 (il8A'1SAfsshiA FweAS R:l8ASF& 
t818koAUliRikssi yang menggunakan/menikmati pelayanan 
menara telekomunikasi. 

Pasal30 
Besaran tarif retribusi pengendalian menara 
elekomunikasi setiap per 1 (satu) tahun ditetapkan 
erdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai 
erikut: 

menara dengan 1 (satu) operator sebesar 2 % (dua
 
persen).
 
menara dengan 2 (dua) operator 1,5 % (satu
 
setengah persen).
 
menara dengan lebih dari 2 operator 1 % (satu
 
persen).
 

lialiaR K,_atw
 
Ta. CaN P8MwAlwaA Ael,II.. _i
 

Pa_alia
 
PemwAgwtsR Fitri9w8i tiosl< illi~st oisliRkliA k8~SSS ~iRlik 
IsiR ets", Si98F8RgkSA. 

Pa_alaa 
(1)	 R8tri9wsi Si~WRswt88RgSR A'l8RSS"'RSksR eKRQ atfiilw 

SOkWA'l8R laiR ySAg 8i~8FilSA'leksR. 

(il) QOI<WR:liR IsiR ySAg si~eFssmskfiilR ee9sssimSR8 
I oim91<s.,.iI ~S8S syet (1) ss~st ger"'~8 I<SFiI8, 1<"'~8A

I stsw l<eFt.,. ISAggsASR. 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi dipungut rertibusi sebagai pembayaran 
atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 

Pasal4 
Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan 
telekomunikasi yang diberikan. 

Pasal30 

menara 

Sesaran tarif retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi setiap per 1 (satu) tahun ditetapkan 
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai 
berikut: 
a. menara	 dengan 1 (satu) operator sebesar 2 % (dua 

persen) x NJOP PBS Menara Telekomunikasi. 
b. menara	 dengan 2 (dua) operator 1,5 % (satu 

setengah persen) x NJOP PBS Menara 
Telekomunikasi. 

c. menara	 dengan lebih dari 2 operator 1 % (satu 
persen) x NJOP PBS Menara Telekomunikasi. 

I 

Pasal 2 disempurnakan 

Pasal 4 disempurnakan 

Pasal 30 disempurnakan 

Pasal 32 dan Pasal 33 
dihilangkan, karena sama 
dengan Pasal 37 

I I I 

I I 
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(6)	 Sat."aR I(srje PSFsRsl,at QSSFM ~SKPQ) YSRS
 
fAsm6iosAS+ tshRie k8fAWRikssi eSR iAJsFFRatiks
 
dihmiwl, 8S6Sssi "JJeji6 fjlllRS."t tSFRa8SJj FStFibw8L
 

(4)	 Mel(eRi8fA8 ~smwA8whiiA Fstri6wsi ~sR!(ISAealiaA
 

fAeA8F8 . tslsksmwRil<8Si -"ishu IS6iR ISRi."t ..SSASSR
 
PSFetlllfsR iWfjsti.
 

Pasal 34 dihapus, karena 
QslefA Rsl 6sFesssFksR Rssil JjsmsFikssSR 8itSFFlwksA 
Pa8s134 

retribusi dipungut 
8ste YSAS 8sFAwia 6sl."fA tE.FWASksJj YSRS fASRYS6S9ksR berdasarkan penetapan 
pSR8m68RSA jWFFlI8R Fstri6wsi t8fwt8A!(I, FF1sks sil(slwafksR kepala daerah (official 
gKRQ tSfAliaRsR assessment) sehingga 

tidak memerlukan 
dokumen SKRDKBT. 

Pasal 36 dihapus karena 
f4 ~ PSfAlisyaFsA fstri6W8i ~makwksR iti I(a& QaSFsR staw 
PS8alai Dihapus. 

telah diatur dalam Pasal 39 
h.mpat laiR ySAS ititSRtwl(SR SI8R QWJjsti stew liejS6St Raperda inl 
laiR YSAS 8itwAjwk 888wai wsldw YSAS 8itsRtwkaR 
"alam gKRQ 

~~)	 Afjabils JjSFFl8eysrsA ~triliw&i "ilal~wksR iti tSFRpat IsiR
 
yaflS "itwAjwl<, FRakaRS8il ~8Rsrims61Fl FStFi6WsiAar~
 

"i8ster k8 Ka& QSSFSA 881SFR8St ISFA8StAyS itsls~
 

\'JsMw 1 )( ~4 jeFA.
 
~~)	 P8FR9sysrsA fstFiliwei &e8sssifRaAS itifAsl<sw" PS8S
 

syst ~1) "SR syst (~) "ilakwl<sA 88ASSR fA8FlSSWRSkiilR
 
SKRQ.
 

Pasal3+ 
1. Pasal	 37(1)	 Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. Pasal .... 

disempurnakan. 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(1)	 Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. (2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD I 2. Urutan pasal 

disesuaikan. 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcls, kupon 

(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

atau kartu langganan. dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kareis, kupon 
(4)	 Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan atau kartu langganan. 

daerah dan harus disetor ke Kas Daerah, 
I
I	 

_l__
I I 
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(4) 

(5) 

(6) 

Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan 
daerah dan harus disetor ke Kas Daerah. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
membidangi teknis komunikasi dan informatika 
ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi. 
Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian 
menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Supati. 

4 Tata cara 
pemungutan dan 
pembayaran 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal39 
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau I (1) 
tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat 
lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan 
dalam SKRD. 
Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain I (2) 
yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus 
disetor ke Kas Daerah selambat-Jambatnya dalam 
waktu 1 x 24 jam. 
PeffiOa)lSfSR Fetril;)\jsi seoagsiffiSRel dimakswG ~S9S I (3) 
ayst (1) gaR (2) gilekyl~QR GeRgeR meRgg\jRekEm 
SKRO 

BAli XVIII 
KETENTU'.N PEAALIHAN 

Pasal62 
MeAQfa telel~€lRnmikesi yaRg telaR aGe seoel\jm 
~il;jRdeRgl~eRRYQ PeFatwFQR [)aeFaR iRi '....QjitJ 
meAyes\jaikeA GeR~QA keteRtl;jeR yaRg t9r8e~at dalam 
Pefet\jf8R QQef6lR iRi 

Pasal 39 I Pasal 39 disempurnakan 
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 
tempat lain yang ditentukan oleh Supati atau 
Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang 
ditentukan dalam SKRD. 
Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat 
lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi 
harus disetor ke Kas Daerah selambat-Iambatnya 
dalam waktu 1 x 24 jam. 
Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan 
Supati. 

BAS XVIII Pasal 52 
dihilangkan, karena 
peraturan peruuan tidak 
boleh berlaku surut 

GUBERNUR LAMPUNG
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LAMPI RAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : GI IB.lII/HKJ2012 
TANGGAL: FEBRUARI2012 

EVALUASI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 

TENTANG PAJAK HIBURAN
 

KeteranganI	 Rumusan Raperda Rumusan PenyempurnaanNo ~ Materi Raperda 
1 2 53 4 

1	 I Ketentuan Umum Pasal1 angka 18 dihapus. 
~~Fat ~9t9ta~aR Pajak QaSF8R, yeRS 8a~at sisiAskat ~KPQ, 

e8ala~ .. SYFat Kstetaf3aA Pajak yaRS ~SR9FdykaR B9samya 
jYmlaR ~91(9k f3ajak. 

Pesel1 /'tASks ~ 

Pasal12Penetapan2 1. Sesuai dengan PP No. 
~1} laSfSil88fksR &skleiFASFI ~SFl9atililFi 8S8i18SiFAilRS 

Pasal12 
91 Tahun 2010 tentang 

simal(8~8 slillil~ PiI&i11 ~ 1 a,.at---f~ EIafl- i1yilt (~~ 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang 
Jenis Pajak Daerah 

iwpsti stew ~8:iSBSt yilFl8 &itwRjl:4k ~sAsts~I'8R ~sjek 

terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Dipungut 

~Jl4tsR8 &8R8SR mSFliFsitksRiKPQ stsw· s8kwm8A Berdasarkan 
laiR ySA8 si~8F8amsl(SR. 

Perpajakan. 
Penetapan Kepala(2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan 
Daerah atau dibayar 

oimsk81e1&· ~lilOQn eyet (1) 88fw~e kef8i& stew f>hiltQ 
menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan (2) QSI'WFAiFl IsiR YSR!! Si~iF&Qmsl'SR 8S8S!!QiFAQRS 

Sendiri oleh Wajibmenggunakan SPTPD. 
Pajak, Pajak Hiburan 

dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud 
~srRitIelR8QR. (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

merupakan jenis pajak 
pada ayat (2) membayar pajak yang terutang yang dibayar sendiri 
berdasarkan SPTPD, SKPDKB, danl atau oleh WajibPajak (self 
SKPDKBT. assessment), sehingga 

dokumen yang 
dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar 

(4) Dokumen Pendataan sebagaimana dimaksud 
d~unakan ada~h 

dokumen SPTPD, 
Pajak. 
pemeriksaan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib 

SKPDKB, dan 
SKPDKBT. 

2.	 Dokumen SKPD 
merupakan dokumen 
yang digunakan dalam 
pemungutan pajak 
yang ditetapkan oleh 

I I I I	 Kp.n::ila Daerah (official I 
~~~~s~me~t).· ,. .. II I I	 1 _ 
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3 Penetapan pajak 

4 Tata Cara 
Pembayaran 

BABVI
 
PIiM"N~UTAN IilAJ.t.K
 

Bagian Kesatu
 
:fa. CaN PlinlUIRsw.n liaR
 

P8FRliavaFaR
 
Pasal14 

(1)	 Pemungutan pajak dilarang diborongkan QQQIAtAW 

Si89FSRksR Iisss liiRSk I~s tiss. 
~~	 j..!ssil IiSFfilYRgwlsR li8jsk ~8FWlisksR 1i9R9FiFR8SR 

osersR OSF! siesI9r 1118 I';s8 QS9FSR 

Pa.al 1& 
(1)	 PSFR9S~SF8A 1i8jsk oilskwksR oi I(;s8 QSSFSR stsw 

t9~PSt IsiR ~SRS sil8Rtwl~sA 918R QWlisti stSY PSjS9Qt 
898WSI 'A'sl(tY ~SAg OitSRtwl(SFo1 OSASSR iKPI;), stsw 
9DkwFRSA lsiA ~8Ag sili9F8SFRskSA 

(~)	 AliS9ils liilFA9SYSFSR Iisjsk ililsl<wksR oit9FRiist lsiA 
ySAg oitwRjwk, mske Io\ssil 1i9RSFimsSR Iisjsl~ RSF."S 
OiSStSF ks I(S& I;)S9FSR s81sFRsai 18~9stA~S 8sISFR 
'118ktW 1 )f il4 jsm. 

~)	 -PS"l8S~SF8A p8jsk 8il9SgsiFM8RS iliFRslESWO Iisss 
syat (1) OSR (~). oilskwksR sSRgSR FF19RSWRSI(SR 
~ 

Pasal ..... 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan 

SKPDKST sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. 
dan Pasal ... diatur dengan Peraturan Supati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian 
dan penyampaian SPTPD. SKPDKB. dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... 
dan Pasal ... diatur diatur dengan Peraturan Supati. 

BAB VI
 
PENETAPAN PAJAK
 

Pasal 14 
(1)	 Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2)	 Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan 

sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, 
SKPDKB dan/atau SKPDKST. 

(3)	 Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dan diisi 
dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani 
oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan 
kepada Bupati atau Dinas yang berwenang 
selambat-Iambatnya .... Hari setelah berakhirnya 
masa pajak. 

TATA CARA PEMABAYARAN
 
PASAL.....
 

(1)	 Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang 
dengan menggunakan SSPD. 

(2)	 SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya dan disampaikan kepada instansi/pejabat 
yang berwenang. 

(3)	 Sentuk dan tata cara pengisian dan penyampaian 
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Gubemur. 

1.	 Ditambah 1 (satu) pasal 
yang mengatur 
ketentuan tata cara 
penerbitan SPTPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, 
dan SKPDN. 

2.	 Urutan pasal agar
 
disesuaikan.
 

I Pasal 14 disempurnakan 

I Pasal 15 disempurnakan 
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Pasal ... 1. Ditambah 1 (satu) pasal 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat 
menerbitkan: 

yang mengatur 
ketentuan SKPDKB. 
SKPDKBT, dan 

a. SKPDKB dalam hal: 
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain, pajak yang terutang tidak I 2 
atau kurang dibayar; . 

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada 

SKPDN. sesuai dengan 
Pasal 97 UU No. 28 
Tahun 2009. 
Urutan pasal agar 
disesuaikan. 

Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran; 

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, 
pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau 
data yang semula belum terungkap ~ang 

menyebabkan penambahan jumlah pajak ~ang 

terutang. 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sarna 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang da lam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri 

I I I I sebelurn dilakukan tindakan pemeriksaan. I I 
I I I I I I 
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(5)	 Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihilung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal16	 I Pasal 16 disempurnakan Pasal16 
(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhutangnya pajak. setelah saat terhutangnya pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 

(2)	 ~, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
harus dilunasi dalam Jangka waktu paling lama 1 penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam Jangka 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

~ ~8m8sYliFliR' fj~sl( &tilsl~wksFl --ei - KSG QS8Fan stsw diterbitkan. 
t8mlist IliiFl YiilFlS &titwFljwl( 8181::1 QWfjsti. (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 

(4)	 \OJ8jili j;llijlik wajis R'oleR'olSsysF sts.. m8Ayet8F fjsjak memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
yaFlS t8FWtSFlS i18FlsaFl R'ol9FlSS..FlSksFl ~~r;:lQ k9 K9G memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
QS8FliIA R'ol9lsl ...i t9R'olIist fj9R'olBliySFSFl YSFlS sitwFljwk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
81sA iWfjsti. dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua 

(i)	 iWfjsti stS& fjliFR'olsl:leFlsFl \A'lijis r;:lsjsl( 8&tslsA persen) sebulan. 
msmsFlwl::li IiSF8ySFStlilFl YSFIS &tit9Flt..ksFl SliliQt (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
msmssFil(SR fjSFG9twjWQFl I(SIiEiliis \:'\'sjis r;:lsjsk wFltwl" pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
mSRS8FlS8wr Stli" FM8FlWFlSa 1i9~SSYEilF8Fl fjajal(, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur 
S8RSSFl Sil-,SFolSI(SFl SWFlSS 89998SF ~ q~ (SWli IiSF89Fl) dengan Peraturan Bupati. 
8S9WlliA 

(6)	 KStsFlt..SFl Is&il::l IsFlj.., m9FlssFlsi tliitS 8Ei1FS
 
f)smlisysFsFl, 1i9RYSt8FliIR, tsmfjst Ii&R'ol&liySF8Fl,
 
aRSSWF8Fl &tSR fjSR..FlSliliFl IiSf¥lliUIYliFEilFl Iisjsk sistwr
 

- --_. _.. -- ...-..dSA~SR r;:lsfstwrsR Qw~stiI I I	 I I I
L-I I	 I I ~_J 
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1. Pasal 17 Raperda 
penagihan 

Pasal4*Tata cara 4 Pasal .... 
disesuaikan denganBupati atau pejabat dapat menerbitkan STPO apabila : Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
Pasal 100 UU No. 28a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; STPD jika: 
Tahun 2009. 

bunga dan/atau denda. 
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa a.	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

2.	 Urutan pasal agardibayar; 
disesuaikan. 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung; 

b.	 dari hasil penelitian SPTPO terdapat kekurangan 

c.	 Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

Pasal18 Pasal18 1. Pasal 18 ayat (1) 
Raperda 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan ~, STPD, (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPOKB, disempurnakan dengan 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan SKPOKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, menambah dokumen 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding SKPDKBdan 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak SKPDKBT. 
dapat ditagih dengan Surat Paksa. pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 2. Urutan pasal agar 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan disesuaikan. 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Keberatan dan Pasal195 Pasal 19 ,1. Pasal 19 ayat (1) Raperda 
banding (1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada disempumakan dengan 

Bupati atau Pejabat atas suatu : Bupati atau Pejabat atas suatu : menghapus dokumen 
a.~; a. SKPDKB; SKPD dan menambah 
b. SKPDLB; b. SKPDKBT; dokumen SKPDKB, 
c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga c. SKPDLB; SKPDKBT, dan SKPDN. 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan d. SKPDN; dan 2. Urutan pasal agar 
perpajakan daerah. e.	 Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga disesuaikan. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. undangan perpajakan daerah. 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling I (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 
pemotongan atau pemungutan sebagaimana jelas. 
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak 

I I I dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ltu tidak I 
I	 IL_I	 ~:~~~saa:~:~i.ihi kaiena keadaan diluai 1 _I 

_____1 I 
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6 Pembetulan, 
pembatalan, 
pengurangan 
ketetapan dan 
penghapusan atau 
pengurangan sanksi 
administratif 

I 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

I 

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telan disetujui 
Wajib Pajak. 
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga 
tidak dipertimbangkan. 
Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh 
Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman surat 
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

Pasal23 
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati dapat membetulkan l!;I(PQ, STPD-4aA SKPDLB 
yang dalarn penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundanq-undanqan 
perpajakan daerah. 
Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda dan kenaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan ~ dan 
il';PQbi yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbanqan kemampuan membavar Waiib Paiak 
::ltalJ kondisi tertent~1 ohjek pajak. 

(3) 

(4) 

(6) 

(6) 

(1) 

(2) 

I

I 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal 
pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 
Wajib Pajak. 
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan. 
Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh 
Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman surat 
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

Pasal23 
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STRD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda dan kenaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, 
SKPDKBT atau SPD, SKPD yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak atau kondisi tertentu obiek paiak. 

Pasal 23 disempurnakan 
dengan menyempurnakan 
dokumen pajak 

1 _ 
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Sanksi administratif 

Ketentuan pidana 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal~ 

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditambah 
dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) 
bulan sejak terutangnya pajak. 

(~) eKPQ ')laRS ti~ak ataw kwraR~ 8iia')lar setelal;l jatwl;l teFR~e 

~eFJIeayaFaR QikeRak8R S8Rksi aQFRiAistr8tif s8Flo1~a 9101R~a 

ses9s8r ~~" (8'18 ~9rs9A) s9sloIIaA QaA Qita~i~ FJl91alwi 
~ 

Pasal33 
( I) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang bayar. 

Pasal3. 
(1) TiAQ8k piElaRa sgeasaiFRaAa QiFJIksw~ 8alaFR pasal aa tiEilak 

~itWAtwt s9telal;l FR9laFR~awi jaA~ka waldlol fi (IiFRa) tal;lwR 
sejak gaat t8rwtsRSR')IS ~ajak ataw s9Fakt;:JirRya FRaga ~ajak 

ataw s9rakt:lirAya ea~iaR tal;lwR ~ajak ataw s9rakt:lirAya 
tal;llolA ~ajak ')IaAS S9F&iilAsIH.ltaA. 

(;I) Q9Asa ggeasaiFRaRa QiFRakslol~ QalaFJI Pagal ia 
"'9rlol~al~aA p9AeriFRaaR A8sara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal .... 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 huruf a ditambah 
dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima be/as) bulan 
sejak terutangnya pajak. 

Pasal33 
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau rnenqrst dengan tidak benar atau tidak 
lengkap atau melampirkan keterangan yang tldak benar 
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
merupakan penerimaan negara. 

1. Pasal 31 ayat (2) dihapus, 
karena merupakan 
ketentuan sanksi 
administrasi bagi pajak 
yang bersifat official 
assessment. 

2. Urutan pasat agar 
disesuaikan. 

Pasal 33 disempurnakan 
dengan menambah 
penerimaan denda 

Pasal 34 dihilangkan, karena 
sudah diatur pada pasal 33 
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Pasal36Ketentuan Penutup 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara 
Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal 2011 

SEKRETARIS DAERAH, 

RIFKI WIRAWAN 

Pasal 36 disempurnakan Pasal36 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Lampung Utara Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pajak 
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Tahun ... Nomor..... , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Nomor ...), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal 2012 

Pengundangan 
disempurnakan 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 

RIFKI WIRAWAN 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

S.JACHROEDIN Z.P.
 



LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2012 
TANGGAL: FEBRUARI 2012 

EVALUASI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

N~~r~---Materi Raperda --------- ---,-- I -~ 

KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempumaan 

51 I 2 3 4 

Angka 5 dan angka 15 
Mengingat 
Dasar hukum 5. Undang-Undang Nomor 4Q Tahun ~ tentang Pembentukan 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

disempumakan dengan Pdanya 
Indonesia Tahun ~ Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Re~ublik 

perubahan UU, dan pengetikan 
Republik Indonesia Nomor ~); 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
sesuaikan dengan hirarki 
perundang-undang. 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor iQ diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Tahun~); Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 

Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat 
retribusi 
Nama, objek dan subjek2 Pasal3 Pasal3 

yang menangatur pengecualian 
daerah yang dikelola dan/atau diberikan oleh perangkat daerah 

(1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan 
objek retribusi, sesuai dengankekayaan daerah yang dikelola dan/atau diberikan olenI 

kepada pihak ketjga. Pasal 128 UU No. ~3 Tahun 
2009. 

perangkat daerah kepada pihak ketiga. 

(2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa : (2) Objek Retribusi dimaksud pacta ayat (1) antara lain berupa : 
a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan, dan fasilitas a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan, dan fasilitas

pendukungnya; 
pendukungnya;

b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang : b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang : 
- Gedung Pusiban Agung - Gedung Pusiban Agung
- Stadion dan Gedung Olah Raga 

- Stadion dan Gedung Olah Raga
• Taman Olah Seni 

- Taman Olah Seni 
· Toko/Kios Taman Makam Pahlawan 

- Toko/Kios Taman Makam Pahlawan 
· Perumahan Guru 

- Perumahan Guru 
- Alat-alat Besarlberat dan Alat Angkutan Mi/ik Pemerintah - Alat-alat Besar/berat dan Alat Angkutan Milik Pemerintah

Daerah Kabupaten Lampung Utara. Oaerah Kabupaten Lampung Utara. 
-, (3) Dikecualikan dan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah . II I I I tersebut. I II

LI, --.-1. _ ______1 I I 




